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Keywords: Decentralization has been implemented in Indonesia as a strategy to
Decentralization enhance regional governance and foster local development.
Fiscal Disparities However, despite its potential benefits, decentralization faces
Regional Governance significant challenges, including fiscal disparities, administrative
Corruption inefficiencies, and corruption at the regional level. Unequal revenue
Policy Reform distribution among regions has resulted in dependency on central

government transfers, while limited administrative capacity has
hindered effective policy implementation. This study aims to evaluate
the effectiveness of decentralization policies in Indonesia using a
mixed-method approach that combines quantitative analysis of
financial reports and regional governance indicators with
qualitative insights from interviews with policymakers and public
administration experts. The findings reveal that regional budget
realization improved from 68% in 2018 to 72% in 2023, while the
Regional Governance Performance Index (IPKD) increased from
60% to 70% during the same period. However, fiscal dependency
remains a major issue, with 80% of regional revenues still relying
on central government transfers. Additionally, corruption cases
involving local officials increased from 110 in 2018 to 160 in 2023,
highlighting governance weaknesses and the lack of transparency.
These findings indicate that decentralization in Indonesia has yet to
fully achieve its objectives due to structural and institutional
challenges. This study contributes to the ongoing discourse on
decentralization by identifying key constraints and proposing policy
recommendations, including strengthening fiscal autonomy,
enhancing transparency through digital governance, and improving
administrative capacity. A more structured, transparent, and
accountable decentralization framework is essential to ensure
sustainable and equitable regional development in Indonesia.
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l. INTRODUCTION

Desentralisasi merupakan strategi yang banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia untuk
meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan mendorong pembangunan berbasis lokal. Menurut
data Bank Dunia, lebih dari 80 negara telah mengadopsi kebijakan desentralisasi dalam berbagai bentuk,
dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memperkuat partisipasi masyarakat

dalam pengambilan kebijakan. Di Indonesia, desentralisasi dimulai secara resmi dengan diterapkannya
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Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun
2014. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah
daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokalnya. Namun, implementasi kebijakan ini
menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk ketimpangan fiskal antarwilayah, lemahnya kapasitas
administratif, dan maraknya praktik korupsi di tingkat daerah. Sebagai contoh, menurut laporan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023, sekitar 70% dari total kasus korupsi yang ditangani
melibatkan pejabat pemerintah daerah. Kasus ini menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya
mampu meningkatkan tata kelola yang baik di daerah, melainkan justru menciptakan risiko baru dalam

sistem pemerintahan.

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi desentralisasi di Indonesia adalah ketimpangan
fiskal yang masih tinggi, yang berdampak pada ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh (Digdowiseiso et al., 2022), ketimpangan fiskal di negara-negara
berkembang sering kali disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola
sumber pendapatan sendiri, sehingga bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini juga
terlihat di Indonesia, di mana menurut data Kementerian Keuangan tahun 2023, sekitar 80% pendapatan
daerah masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang
sering kali tidak proporsional dengan kebutuhan riil di daerah tersebut. Studi oleh (Tang et al., 2024)
menemukan bahwa daerah dengan ketergantungan fiskal yang tinggi cenderung memiliki tingkat
efektivitas pengelolaan anggaran yang rendah, yang berdampak pada lambatnya realisasi proyek
infrastruktur dan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Sebagai contoh, Indeks
Kepuasan Publik terhadap layanan daerah di Indonesia hanya mencapai 62% pada tahun 2021, yang
menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur. Ketimpangan fiskal ini juga memperburuk kesenjangan pembangunan
antarwilayah, di mana daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah mengalami

keterbatasan dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan daya saing ekonomi lokal.

Beberapa penelitian terkait efektivitas kebijakan desentralisasi menunjukkan bahwa keberhasilan
implementasi desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan administratif pemerintah
daerah. (Del Campo & Reinén, 2023) menemukan bahwa desentralisasi di Bolivia meningkatkan
efisiensi alokasi sumber daya dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Sementara itu,
penelitian (Setiawan et al., 2022) menyoroti bahwa desentralisasi yang tidak disertai dengan penguatan
kapasitas lokal dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antarwilayah. (Savitri & Tjenreng, 2025)
membahas bagaimana ketidakseimbangan fiskal dalam desentralisasi dapat memperburuk korupsi di
tingkat lokal, terutama di daerah dengan sistem pengawasan yang lemah. Studi oleh (Shrestha et al.,
2023) menunjukkan bahwa desentralisasi di beberapa negara berkembang sering kali dikaitkan dengan
peningkatan kasus korupsi di daerah, karena lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pemerintah

daerah. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian (Wadipalapa et al., 2024), yang menunjukkan bahwa

PERKARA — Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 3 No. 1 Maret 2025



Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah: Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Mixed-Method

desentralisasi di Indonesia memberikan peluang lebih besar bagi elite politik lokal untuk mengontrol

sumber daya daerah, yang dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Penelitian lain menyoroti pentingnya kapasitas administratif dalam menentukan efektivitas kebijakan
desentralisasi. (Aritenang & Chandramidi, 2022) menemukan bahwa keberhasilan desentralisasi di
beberapa daerah di Indonesia dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi dalam mengelola anggaran daerah
dan melaksanakan kebijakan secara efektif. Penelitian oleh (Getahun et al., 2025) menegaskan bahwa
lemahnya kapasitas aparatur daerah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan
ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran dan rendahnya kualitas layanan publik. Studi (Annahar et
al., 2023) menunjukkan bahwa daerah dengan aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi tinggi
cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi dibandingkan daerah
dengan kapasitas SDM yang terbatas. (Kalogiannidis et al., 2024) juga menemukan bahwa rendahnya
kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat menghambat
efektivitas pembangunan daerah. (Onofrei et al., 2022) menegaskan bahwa salah satu tantangan utama
desentralisasi adalah memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas administratif yang

memadai untuk mengelola otonomi fiskal secara optimal.

Selain aspek fiskal dan administratif, penelitian lain meneliti bagaimana desentralisasi memengaruhi
kualitas layanan publik. (Yokogawa, 2024) menemukan bahwa daerah yang lebih mandiri secara fiskal
cenderung memiliki kualitas layanan publik yang lebih baik dibandingkan daerah yang sangat
bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Studi oleh (Engdaw, 2022) menunjukkan bahwa
efektivitas layanan publik dalam sistem desentralisasi dipengaruhi oleh mekanisme akuntabilitas dan
partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah. Penelitian (Sunmola & Burgess, 2022)
menemukan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan inovasi dalam penyediaan layanan publik jika
disertai dengan penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Studi (Styrin et al., 2022) menyoroti
bahwa ketimpangan dalam kapasitas keuangan daerah menyebabkan perbedaan signifikan dalam
kualitas layanan publik antarwilayah. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian (Faguet, 2022), yang
menunjukkan bahwa tanpa mekanisme tata kelola yang baik, desentralisasi dapat memperburuk

ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar, terutama di daerah tertinggal.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek desentralisasi, masih terdapat
kesenjangan dalam memahami bagaimana kebijakan ini secara spesifik memengaruhi efektivitas tata
kelola pemerintahan daerah di Indonesia. (Li & Guo, 2022) menunjukkan bahwa desentralisasi dapat
meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi belum banyak penelitian yang mengukur
bagaimana kebijakan ini berdampak pada kualitas layanan publik di daerah dengan tingkat ketimpangan
fiskal yang tinggi. (Silitonga et al., 2023) mengkaji hubungan antara desentralisasi dan korupsi, tetapi
tidak secara mendalam membahas variasi dampaknya antar daerah dengan karakteristik yang berbeda.
Studi oleh (Mendez & Bachtler, 2024) menyoroti pentingnya kapasitas administratif dalam keberhasilan

desentralisasi, namun masih minim penelitian yang menghubungkan aspek tersebut dengan transparansi
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dan efektivitas kebijakan fiskal di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. (Hung & Thanh,
2022) berfokus pada dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional, tetapi belum
banyak kajian yang meneliti bagaimana kebijakan ini memengaruhi pemerataan pembangunan antar
wilayah di Indonesia. (Balisany et al., 2022) menyoroti risiko meningkatnya korupsi akibat
desentralisasi, tetapi kurang memperhitungkan bagaimana faktor pengawasan dan akuntabilitas dapat

memitigasi risiko tersebut dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

Selain itu, masih sedikit penelitian yang menggunakan pendekatan mixed-method untuk mengevaluasi
efektivitas kebijakan desentralisasi secara komprehensif. (Kesale et al., 2022) mengkaji dampak
desentralisasi terhadap kepuasan masyarakat, tetapi tidak memasukkan analisis kuantitatif mengenai
kinerja keuangan daerah. Studi oleh (Xia et al., 2022) meneliti efektivitas pengelolaan anggaran daerah,
tetapi belum mengeksplorasi lebih jauh bagaimana perbedaan kapasitas fiskal antar wilayah
berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan desentralisasi. (Rodriguez-pose, 2022) menyoroti peran
kapasitas SDM dalam keberhasilan desentralisasi, namun belum banyak penelitian yang menganalisis
bagaimana faktor ini berinteraksi dengan kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah. (Xu,
2022) membahas tantangan implementasi desentralisasi di daerah dengan kapasitas pemerintahan yang
lemah, tetapi masih terbatas kajian yang menghubungkan aspek tersebut dengan efektivitas kebijakan
publik daerah. (Miranda-Lescano et al., 2024) meneliti efektivitas tata kelola fiskal dalam sistem
desentralisasi, tetapi masih kurang penelitian yang mengidentifikasi model kebijakan yang dapat
meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan Kinerja
pemerintahan daerah, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi otonomi
daerah, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi

dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas
kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan
menggunakan pendekatan mixed-method, penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa desentralisasi
yang didukung oleh kapasitas fiskal dan administratif yang kuat dapat meningkatkan efisiensi layanan
publik serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana desentralisasi telah berhasil mengurangi
ketimpangan pembangunan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis
data kuantitatif dan wawancara kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan
utama yang masih dihadapi dalam implementasi otonomi daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi
keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan
kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola

pemerintahan daerah. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai
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landasan bagi pemerintah dalam merancang strategi desentralisasi yang lebih berkelanjutan dan

responsif terhadap kebutuhan lokal.

I. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method, yaitu kombinasi antara metode kuantitatif dan
kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan tata kelola
pemerintahan daerah di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menganalisis data sekunder,
seperti laporan keuangan daerah, Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IPKD), serta tingkat kepuasan
masyarakat terhadap layanan publik daerah. Data ini digunakan untuk mengukur dampak kebijakan
desentralisasi ternadap efektivitas pengelolaan anggaran, efisiensi pelayanan publik, serta kesejahteraan
masyarakat di tingkat daerah. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara
mendalam dengan pejabat daerah, akademisi, serta pakar kebijakan publik guna memahami tantangan
yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam
aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui data kuantitatif, seperti faktor politik,
birokrasi, dan kapasitas administratif dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Studi kasus juga
diterapkan pada beberapa daerah dengan tingkat keberhasilan desentralisasi yang berbeda untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Analisis perbandingan antar
daerah dalam studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai
faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan desentralisasi

di berbagai konteks lokal.
B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota, yang telah menerapkan kebijakan desentralisasi sejak diberlakukannya
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sampel dipilih menggunakan
metode purposive sampling, dengan mempertimbangkan keberagaman karakteristik daerah berdasarkan
tingkat kemandirian fiskal, kinerja pemerintahan, dan penerapan tata kelola yang baik. Proses pemilihan
sampel ini dilakukan agar penelitian dapat mencerminkan variasi kondisi di berbagai daerah serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan
desentralisasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber data yang dapat memberikan
gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia. Dokumen regulasi
yang dianalisis meliputi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kebijakan fiskal daerah, serta laporan
evaluasi kinerja pemerintah daerah, yang digunakan untuk memahami dasar hukum dan regulasi yang
mengatur desentralisasi. Selain itu, data kuantitatif seperti indikator desentralisasi, dana transfer ke
daerah, realisasi APBD, serta tingkat kepuasan publik dikumpulkan untuk mengevaluasi efektivitas
kebijakan dari sudut pandang angka dan tren statistik. Responden wawancara dalam penelitian ini

mencakup pejabat daerah, akademisi, serta pakar kebijakan yang memiliki pemahaman mendalam
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mengenai pelaksanaan desentralisasi di lapangan. Rincian mengenai sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini disajikan dalam Tabel 1, yang merangkum kategori data yang dikumpulkan beserta

sumbernya, sehingga memberikan gambaran sistematis mengenai pendekatan penelitian yang

digunakan.
Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian
Kategori Sumber Data
Regulasi UU Pemerintahan Daerah, kebijakan fiskal daerah
Kinerja Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IPKD), realisasi APBD, kepuasan publik
Studi Perbandingan Implementasi desentralisasi di negara lain

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memastikan hasil yang valid dan
komprehensif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku
kepentingan yang terlibat langsung dalam implementasi desentralisasi, termasuk pejabat daerah,
akademisi, serta pakar kebijakan publik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali wawasan mengenai
tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan desentralisasi serta peluang yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini
juga melakukan studi kasus terhadap beberapa daerah yang memiliki tingkat keberhasilan desentralisasi
yang berbeda, sehingga memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang
berkontribusi terhadap kesuksesan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Studi kasus ini mencakup
aspek-aspek seperti kinerja fiskal, efisiensi penggunaan anggaran, serta dampak kebijakan terhadap
pelayanan publik di tingkat daerah. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh
pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai variasi penerapan kebijakan desentralisasi di berbagai

wilayah dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi tata kelola pemerintahan daerah.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan untuk mendukung
analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap efektivitas kebijakan desentralisasi.
Sumber utama data sekunder meliputi dokumen keuangan daerah, laporan APBD, serta evaluasi kinerja
pemerintah daerah yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan desentralisasi
berdampak terhadap aspek fiskal dan administratif di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga
menggunakan berbagai studi akademik yang meneliti implementasi desentralisasi di negara lain sebagai
bahan perbandingan, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai praktik terbaik
yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di Indonesia. Studi akademik ini
mencakup penelitian mengenai strategi desentralisasi di negara-negara dengan struktur pemerintahan
yang serupa serta kebijakan yang telah terbukti berhasil dalam mengurangi ketimpangan fiskal dan
meningkatkan efisiensi layanan publik. Informasi yang diperoleh dari data sekunder ini kemudian
dianalisis secara kuantitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, serta faktor-faktor yang memengaruhi

keberhasilan desentralisasi di berbagai daerah. Rincian indikator yang digunakan dalam penelitian ini,
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termasuk dana transfer ke daerah, tingkat kepuasan publik, serta indeks ketimpangan fiskal, disajikan
dalam Tabel 2, yang berfungsi sebagai referensi untuk memahami perkembangan dan dampak kebijakan

desentralisasi di Indonesia selama periode 2018-2023.

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Desentralisasi di Indonesia (2018-2023)

Dana Transfer Jumlah quus Kepuasan !ndeks Realisasi
Tahun ke Dat_er_ah IPKD (%) Korupsi Publik (%) Ketlmpangan APBD (%)
(Rp Triliun) Daerah Fiskal
2018 700 60 110 55 0.50 68
2019 725 65 130 58 0.48 70
2020 750 67 116 60 0.47 71
2021 780 70 140 62 0.46 72
2022 810 72 155 65 0.45 74
2023 850 75 160 68 0.44 75

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, checklist studi kasus, dan
dokumen hukum serta regulasi. Pedoman wawancara disusun untuk menggali informasi secara
mendalam mengenai efektivitas kebijakan desentralisasi, tantangan dalam implementasinya, serta
dampak kebijakan tersebut terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Checklist studi kasus dirancang
untuk mengidentifikasi pola keberhasilan dan kendala yang muncul di berbagai daerah dengan
memberikan kerangka kerja sistematis dalam pengumpulan data empiris. Dokumen hukum dan regulasi
dianalisis guna memahami dasar-dasar legal yang mengatur kebijakan desentralisasi di Indonesia dan
membandingkannya dengan praktik di negara lain. Setiap instrumen tersebut dikembangkan dengan
mempertimbangkan keakuratan dan relevansi data yang akan diperoleh, sehingga menghasilkan
informasi yang dapat mendukung analisis secara komprehensif. Penggunaan ketiga instrumen secara
sinergis memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme pelaksanaan desentralisasi dan

mendukung upaya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan di tingkat pemerintahan daerah.
E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk
data kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi tren keuangan daerah dan indikator
kinerja pemerintahan daerah berdasarkan data yang dikumpulkan dari laporan keuangan, realisasi
APBD, serta indeks kepuasan publik. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pola pengelolaan
fiskal serta efektivitas distribusi dana dalam mendukung kebijakan desentralisasi di berbagai daerah.
Analisis kualitatif diterapkan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan
identifikasi pola tantangan dan peluang dalam implementasi desentralisasi berdasarkan wawancara
dengan pemangku kepentingan serta studi kasus di berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda. Studi
ini juga mencakup perbandingan kebijakan dengan meninjau sistem desentralisasi di negara lain guna
mengidentifikasi praktik terbaik yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintahan

daerah. Perbandingan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek struktural, fiskal, serta
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mekanisme pengawasan yang diterapkan di berbagai negara sebagai referensi untuk meningkatkan tata
kelola desentralisasi di Indonesia. Rincian mengenai aspek yang dibandingkan dalam sistem
desentralisasi berbagai negara disajikan dalam Tabel 3, yang memberikan gambaran mengenai
perbedaan dalam struktur pemerintahan, sumber pendanaan daerah, serta mekanisme pengawasan yang

diterapkan di beberapa negara sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Tabel 3. Perbandingan Model Desentralisasi di Berbagai Negara

Aspek Indonesia Amerika Serikat Jerman
Struktur Otonomi daerah Federalisme berbasis | Federalisme kuat
Desentralisasi berbasis undang-undang | negara bagian dengan subsidiaritas
Sumber Pendanaan . Pajak daerah & Pajak daerah & subsidi

Dana transfer dari pusat :
Daerah federal pemerintah federal
. . Negara bagian & Pemerintah federal &
Pengawasan Fiskal Pemerintah pusat Kongres daerah

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh
proses berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap pertama adalah persiapan
penelitian, yang mencakup penyusunan proposal, pengumpulan literatur, serta perumusan kerangka
teoritis yang akan menjadi dasar dalam menganalisis kebijakan desentralisasi. Setelah itu, dilakukan
pengumpulan data melalui berbagai metode, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan, studi
kasus pada daerah dengan implementasi desentralisasi yang berbeda, serta analisis dokumen hukum dan
kebijakan yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode
kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan desain penelitian, dengan tujuan mengidentifikasi pola dan tren
yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai efektivitas desentralisasi. Proses selanjutnya
adalah interpretasi hasil penelitian, yang berfokus pada penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan
temuan empiris dan analisis akademik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan
tata kelola pemerintahan daerah. Langkah terakhir adalah penyusunan laporan akhir yang mencakup
keseluruhan temuan penelitian, kesimpulan yang diperoleh, serta implikasi kebijakan yang dapat

diimplementasikan untuk memperbaiki mekanisme desentralisasi di Indonesia.
G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis secara menyeluruh dalam pengumpulan dan analisis data,
terutama dalam pelaksanaan wawancara dan penggunaan dokumen kebijakan. Persetujuan informasi
(informed consent) diperoleh dari seluruh responden sebelum mereka berpartisipasi dalam wawancara
guna memastikan bahwa partisipasi mereka dilakukan secara sukarela dan sadar. Proses pengumpulan
data juga dilengkapi dengan upaya menjaga kerahasiaan informasi, di mana identitas responden
disamarkan untuk melindungi privasi mereka secara maksimal. Penelitian ini menerapkan standar kode
etik penelitian yang ketat, terutama dalam menangani data yang berkaitan dengan evaluasi kinerja

pemerintahan daerah dan praktik desentralisasi, sehingga setiap informasi yang diperoleh diperlakukan
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dengan kehati-hatian yang tinggi. Pengaturan etis ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang
aman bagi para responden dan menjamin integritas data yang dikumpulkan, yang selanjutnya
mendukung validitas temuan penelitian. Langkah-langkah tersebut memberikan dasar yang kokoh bagi
analisis data dan penyusunan rekomendasi kebijakan, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan daerah di Indonesia.

I1l. RESULT AND DISCUSSION
Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan desentralisasi di Indonesia dengan fokus pada tata
kelola pemerintahan daerah, realisasi APBD, serta tantangan dalam implementasi otonomi daerah.
Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan desentralisasi dapat meningkatkan
kemandirian daerah dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Data dikumpulkan melalui
dokumen keuangan daerah yang mencakup laporan APBD dan alokasi anggaran, serta laporan kinerja
pemerintahan daerah yang memberikan gambaran mengenai pencapaian indikator tata kelola yang telah
ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan pejabat daerah dan pakar
kebijakan publik guna memperoleh perspektif yang lebih mendalam terkait implementasi kebijakan
serta kendala yang dihadapi di tingkat lokal. Wawancara tersebut memberikan wawasan mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola, seperti kapasitas sumber daya manusia,
mekanisme pengawasan, serta keterbatasan fiskal yang dialami oleh berbagai daerah. Melalui
pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan secara komprehensif dinamika desentralisasi dan

dampaknya terhadap kinerja pemerintahan daerah di Indonesia.

Gambar 1 menyajikan tren realisasi APBD dan kinerja pemerintahan daerah dari tahun 2018 hingga
2023, yang mencerminkan perkembangan dalam pengelolaan keuangan daerah selama periode tersebut.
Gambar ini menunjukan perubahan dalam persentase realisasi anggaran yang telah dialokasikan serta
tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran tersebut. Tren yang ditampilkan dalam
grafik memberikan gambaran umum mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu memanfaatkan
anggaran yang tersedia untuk menjalankan program dan kebijakan yang telah dirancang. Selain itu, data
yang disajikan dalam grafik dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi seberapa baik daerah-daerah di
Indonesia dalam mengoptimalkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Gambar ini juga
menunjukkan variasi dalam kinerja setiap tahun, yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti
kebijakan fiskal, kapasitas administrasi daerah, dan faktor ekonomi makro. Dengan melihat pola yang
terbentuk dari tahun ke tahun, analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi tren realisasi APBD dan kinerja pemerintahan daerah.
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cas Tren Realisasi APBD dan Kinerja Pemerintahan Daerah (2018-2023)
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Gambar 1. Tren Realisasi APBD dan Kinerja Pemerintahan Daerah 2018-2023

Berdasarkan Gambar 1, realisasi APBD menunjukkan peningkatan bertahap dari 68% pada tahun 2018
menjadi 72% pada tahun 2023, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam proses penyerapan
anggaran di tingkat daerah. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk perbaikan
dalam mekanisme perencanaan dan pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia
di pemerintah daerah, serta perubahan dalam regulasi yang mendukung efektivitas penyaluran dana.
Meskipun demikian, peningkatan realisasi APBD belum sepenuhnya berbanding lurus dengan
peningkatan kinerja pemerintahan daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh IPKD. Selama periode yang
sama, IPKD hanya mengalami peningkatan dari 60% pada tahun 2018 menjadi 70% pada tahun 2023,
yang menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam optimalisasi penggunaan anggaran untuk
mencapai hasil yang lebih baik. Faktor lain seperti ketimpangan fiskal antar daerah, efektivitas sistem
pengawasan, serta kapasitas birokrasi dalam menjalankan program pembangunan dapat mempengaruhi
hubungan antara realisasi APBD dan peningkatan kinerja daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis
lebih lanjut untuk memahami bagaimana kebijakan desentralisasi dapat lebih efektif dalam

meningkatkan keseimbangan antara penyerapan anggaran dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Selain itu, Gambar 2 menggambarkan struktur tata kelola keuangan daerah yang efisien dengan
menampilkan hubungan antara berbagai elemen yang mendukung sistem keuangan daerah. Struktur ini
mencerminkan bagaimana pendapatan daerah diperoleh, bagaimana dana tersebut dikelola, serta
bagaimana anggaran dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas. Gambar ini juga membantu dalam
memahami mekanisme yang diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk tahapan
perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan. Selain itu, struktur tata kelola yang

digambarkan dalam diagram dapat memberikan wawasan mengenai peran aktor-aktor utama dalam
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sistem keuangan daerah, seperti pemerintah daerah, legislatif, dan lembaga pengawas. Dengan adanya
gambaran yang jelas mengenai struktur ini, pemangku kebijakan dapat menilai apakah sistem yang
diterapkan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Diagram ini juga menjadi alat
yang berguna dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah serta mengidentifikasi tantangan

yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

PAD Belanja Modal

Penganggaran

Dana Transfer

Pendapatan Daerah

Alokasi Anggaran

Kéuangan Daerah

Belanja Operasional

Pengelolaan Keuangan

Pengawasan

Pinjaman Daerah

Perencanaan Pelaksanaan

Gambar 2. Struktur Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efisien

Gambar 2 menunjukkan bahwa sistem tata kelola yang efektif harus mencakup sumber pendapatan
daerah yang beragam, proses pengelolaan yang transparan, dan alokasi anggaran yang strategis agar
dapat mendukung pembangunan daerah secara optimal. Pendapatan daerah dapat bersumber dari dana
transfer pemerintah pusat, PAD, serta sumber lain yang sah berdasarkan regulasi yang berlaku.
Pengelolaan keuangan daerah yang transparan mencakup perencanaan yang jelas, pelaksanaan anggaran
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah
penyimpangan. Selain itu, alokasi anggaran yang strategis sangat penting untuk memastikan bahwa
setiap sektor mendapatkan pendanaan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa beberapa daerah masih mengalami ketimpangan
dalam penerimaan pendapatan yang berdampak pada keterbatasan dalam pembiayaan program prioritas.
Selain perbedaan kapasitas fiskal antar daerah, faktor lain seperti efisiensi dalam pengelolaan anggaran

dan efektivitas pengawasan juga berkontribusi terhadap variasi dalam kinerja keuangan daerah.
B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini dikategorikan berdasarkan tiga tujuan utama penelitian, yang mencakup efektivitas

kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, tantangan dalam
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implementasi otonomi daerah, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola
pemerintahan daerah. Dalam konteks efektivitas kebijakan desentralisasi, penelitian ini menemukan
bahwa desentralisasi telah meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola anggaran, terutama dalam
aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Meskipun demikian, efektivitas
pelaksanaannya masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan di berbagai wilayah, bergantung
pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dan administratif. Beberapa
daerah telah berhasil menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan mekanisme pengawasan publik. Sebaliknya, daerah lain masih
menghadapi kendala berupa lemahnya sistem pengawasan internal serta adanya praktik korupsi dalam
alokasi dan penggunaan dana publik. Studi kasus di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penerapan tata
kelola fiskal yang baik, termasuk perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dan mekanisme evaluasi
yang ketat, mampu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah serta mempercepat pencapaian target
pembangunan yang telah ditetapkan.

Tantangan dalam implementasi otonomi daerah mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi
efektivitas kebijakan desentralisasi, termasuk ketimpangan fiskal, korupsi dalam pengelolaan APBD,
serta kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas di tingkat daerah. Ketimpangan fiskal menjadi
salah satu tantangan utama, di mana beberapa daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari
pemerintah pusat, terutama bagi daerah yang memiliki PAD yang rendah. Ketergantungan yang tinggi
terhadap dana pusat dapat membatasi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan
serta memperlambat proses pengambilan keputusan yang berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, korupsi
dalam pengelolaan APBD tetap menjadi masalah yang serius, dengan data menunjukkan bahwa kasus
korupsi di tingkat daerah terus meningkat, tercatat sebanyak 116 kasus pada tahun 2020. Faktor lain
yang turut mempengaruhi efektivitas desentralisasi adalah kapasitas sumber daya manusia yang masih
lemah, terutama dalam aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Banyak daerah masih
mengalami kekurangan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam administrasi publik, manajemen
keuangan, serta perancangan kebijakan berbasis data. Tabel 1 merangkum berbagai faktor yang
mendukung maupun menghambat efektivitas desentralisasi di Indonesia, termasuk aspek kelembagaan,
regulasi, serta implementasi kebijakan yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan tata kelola

pemerintahan daerah.

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Desentralisasi

Kategori Faktor Dampak

Peningkatan Otonomi Meningkatkan fleksibilitas daerah dalam mengambil

Faktor Pendukung " :
Daerah kebijakan strategis.
Mekanisme Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
Pengawasan Publik pengelolaan anggaran.
Penggunaan Teknologi | Mempercepat proses administrasi dan meningkatkan
dalam Tata Kelola efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Faktor Penghambat Ketimpangan Fiskal Meningkatkan keterggn_tung_an daerah pada dana pusat,

menghambat kemandirian fiskal.

Korupsi dalam Mengurangi efektivitas pembangunan daerah dan
Pengelolaan APBD memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.
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Kurangnya Kapasitas Menurunkan kualitas kebijakan dan efektivitas
SDM pengelolaan daerah.

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah
mencakup berbagai langkah strategis yang dapat diterapkan guna memperbaiki sistem pengelolaan
keuangan daerah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan APBD melalui penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi,
seperti e-governance, yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap alokasi dan penggunaan
anggaran daerah. Penerapan teknologi dalam pengelolaan anggaran dapat membantu mengurangi risiko
penyalahgunaan keuangan serta meningkatkan akses publik terhadap informasi fiskal, sehingga
masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah. Selain itu,
kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah perlu diperkuat melalui program pelatihan dan
pendidikan yang berfokus pada tata kelola keuangan daerah, manajemen kebijakan publik, serta
peningkatan kompetensi teknis dalam perencanaan dan penganggaran. Program pengembangan SDM
ini harus disertai dengan sistem evaluasi yang dapat memastikan bahwa setiap aparatur pemerintahan
memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tata kelola modern. Langkah lain yang perlu
dipertimbangkan adalah penyusunan kebijakan fiskal yang lebih adil, sehingga daerah dengan tingkat
PAD yang rendah tetap memiliki akses terhadap pendanaan yang memadai untuk pembangunan.
Kebijakan fiskal yang lebih proporsional dapat membantu mengurangi ketimpangan antara daerah maju
dan daerah tertinggal, serta memastikan bahwa seluruh daerah memiliki kesempatan yang setara dalam

mengembangkan potensi ekonominya melalui kebijakan desentralisasi yang efektif.
C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis efektivitas
desentralisasi dengan mengombinasikan data statistik dan wawasan dari studi kasus yang dilakukan di
beberapa daerah. Salah satu analisis yang dilakukan adalah menguji korelasi antara realisasi APBD dan
IPKD, yang menunjukkan hubungan positif dengan nilai korelasi sebesar r = 0.78 (p < 0.05). Hasil ini
mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki tingkat realisasi APBD yang lebih tinggi cenderung
menunjukkan kinerja pemerintahan yang lebih baik dalam berbagai aspek tata kelola. Meskipun
demikian, implementasi desentralisasi masih menunjukkan variasi dalam efektivitasnya di berbagai
daerah, sebagaimana terlihat dari temuan bahwa hanya 35% daerah yang memiliki tata kelola keuangan
yang efektif, sementara 45% daerah masih menghadapi kendala dalam pengelolaan anggaran. Faktor
ketimpangan fiskal juga menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi desentralisasi, di mana
daerah dengan PAD yang rendah cenderung memiliki IPKD yang lebih rendah, sebagaimana
ditunjukkan oleh korelasi r = 0.65 (p < 0.05). Ketergantungan daerah dengan PAD rendah terhadap dana
transfer dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan, yang
pada akhirnya dapat membatasi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan kinerja tata kelola mereka

secara mandiri.

D. Hasil Utama yang Signifikan
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Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama yang menunjukkan dinamika efektivitas
kebijakan desentralisasi di Indonesia dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan daerah. Realisasi
APBD mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam
mekanisme pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Namun, efektivitas desentralisasi masih
menunjukkan variasi yang cukup besar, di mana beberapa daerah mampu mengelola anggaran secara
efisien, sementara daerah lainnya masih menghadapi kendala dalam penyerapan dan alokasi dana. Salah
satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah ketimpangan fiskal, yang menyebabkan
beberapa daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai program
pembangunan dan operasional daerah. Selain itu, permasalahan korupsi dalam pengelolaan APBD
masih menjadi isu yang signifikan, dengan banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran yang berdampak
pada rendahnya efektivitas pembangunan daerah. Kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal
serta lemahnya sistem pengawasan turut berkontribusi terhadap lambatnya pelaksanaan kebijakan
desentralisasi, terutama dalam memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi
tantangan dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan efisien,
sehingga diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas tata

kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia telah memberikan dampak yang
beragam terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa
tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami peningkatan dari 68%
pada tahun 2018 menjadi 72% pada tahun 2023. Namun, meskipun terdapat peningkatan dalam
kapasitas fiskal daerah, efektivitas pengelolaan anggaran belum sepenuhnya optimal, sebagaimana
ditunjukkan oleh tingkat kepuasan publik yang hanya meningkat dari 55% menjadi 68% pada periode
yang sama. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan desentralisasi dalam meningkatkan tata
kelola pemerintahan daerah sangat bergantung pada kesiapan institusi daerah dalam mengelola sumber
daya keuangan dan administratif. Meskipun sebagian daerah telah berhasil menerapkan kebijakan fiskal
yang transparan dan akuntabel, masih banyak daerah yang menghadapi kendala dalam perencanaan dan
pengelolaan anggaran. Selain itu, kasus korupsi dalam pemerintahan daerah terus meningkat, dengan
jumlah kasus mencapai 160 kasus pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa desentralisasi belum

sepenuhnya berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh (Del Campo & Reindn, 2023), yang
menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah jika
didukung oleh kapasitas administratif yang kuat. Selain itu, penelitian oleh (Setiawan et al., 2022) juga
menegaskan bahwa desentralisasi yang tidak disertai dengan penguatan kapasitas fiskal daerah dapat

memperburuk ketimpangan ekonomi antarwilayah. Temuan ini diperkuat oleh studi (Tang et al., 2024),
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yang menemukan bahwa daerah dengan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana pusat
cenderung memiliki tingkat efektivitas pengelolaan anggaran yang rendah. Namun, temuan penelitian
ini berbeda dengan studi oleh (Shrestha et al., 2023), yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini justru menemukan
bahwa rendahnya literasi fiskal masyarakat menyebabkan tingkat pengawasan publik terhadap
pengelolaan anggaran daerah masih rendah, yang berdampak pada lemahnya transparansi dan
akuntabilitas. Selain itu, penelitian oleh (Wadipalapa et al., 2024) menunjukkan bahwa desentralisasi di
Indonesia cenderung memperkuat oligarki lokal, sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
dampak desentralisasi sangat bervariasi tergantung pada kapasitas masing-masing daerah dalam
mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Salah satu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun desentralisasi bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah, peningkatan realisasi APBD tidak selalu
berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini berbeda dengan penelitian
sebelumnya yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik
melalui peningkatan otonomi daerah. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah
bahwa alokasi anggaran yang lebih tinggi tidak selalu disertai dengan peningkatan kapasitas
administratif dalam mengelola dana tersebut, sehingga efektivitas penggunaannya tetap rendah. Selain
itu, meskipun teori desentralisasi menyatakan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing
ekonomi daerah, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan fiskal masih menjadi hambatan utama
bagi daerah dengan PAD yang rendah. Temuan ini bertentangan dengan studi (Sunmola & Burgess,
2022), yang menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan inovasi dalam tata kelola daerah
jika disertai dengan penguatan regulasi dan transparansi. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini
menemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat dan

daerah masih menjadi kendala dalam optimalisasi kebijakan desentralisasi.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas desentralisasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Temuan
ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal yang
diterapkan, tetapi juga pada kapasitas institusi daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia.
Selain itu, penelitian ini memperkuat teori bahwa desentralisasi yang tidak disertai dengan penguatan
mekanisme pengawasan dapat memperburuk praktik korupsi di tingkat daerah. Secara praktis, hasil
penelitian ini menekankan perlunya reformasi dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan
kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah melalui program pelatihan yang berfokus pada
perencanaan dan manajemen keuangan daerah. Selain itu, penggunaan teknologi dalam tata kelola
keuangan daerah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya

melalui penerapan sistem e-budgeting yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi
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mengenai alokasi dan penggunaan anggaran daerah. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya
mekanisme insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, seperti
penghargaan bagi daerah yang memiliki tingkat transparansi anggaran yang tinggi. Langkah lain yang
perlu dipertimbangkan adalah penguatan sistem pengawasan internal di tingkat daerah untuk

memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam rangka memahami ruang
lingkup dan implikasi temuan yang dihasilkan. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian
yang masih terbatas pada analisis kebijakan desentralisasi di Indonesia, tanpa adanya perbandingan
dengan negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa. Keterbatasan ini dapat membatasi
pemahaman mengenai bagaimana faktor kontekstual yang berbeda memengaruhi efektivitas
desentralisasi dalam berbagai sistem pemerintahan. Selain itu, jJumlah sampel dalam penelitian ini masih
terbatas, terutama dalam aspek wawancara dengan pejabat daerah dan pakar kebijakan publik, sehingga
dapat berpengaruh terhadap tingkat generalisasi temuan yang diperoleh. Keterbatasan lainnya terletak
pada fokus penelitian yang lebih menitikberatkan aspek fiskal dan administratif, sehingga belum
memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana dinamika sosial dan politik turut berperan
dalam keberhasilan implementasi desentralisasi. Aspek sosial, seperti penerimaan masyarakat terhadap
kebijakan ini, serta faktor politik, seperti dinamika antarlevel pemerintahan, seharusnya mendapatkan
perhatian lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas

desentralisasi di Indonesia.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi
bagaimana kebijakan desentralisasi di negara lain dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan
efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Studi mendatang dapat mengadopsi pendekatan
komparatif yang membandingkan implementasi kebijakan desentralisasi di berbagai negara dengan
karakteristik sistem pemerintahan yang berbeda guna memperoleh wawasan mengenai praktik terbaik
yang dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan dapat lebih fokus pada analisis
kuantitatif mengenai dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mengkaji
sejauh mana faktor politik dan sosial berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan
tersebut. Dengan demikian, studi di masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih empiris

mengenai efektivitas desentralisasi berdasarkan data yang lebih luas dan representatif.

Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji bagaimana mekanisme insentif bagi daerah yang berhasil
meningkatkan tata kelola keuangan dapat diterapkan dalam konteks Indonesia, baik dari segi kebijakan
fiskal maupun reformasi administrasi publik. Studi ini dapat mencermati bagaimana insentif berbasis
kinerja dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital dalam
meningkatkan transparansi anggaran daerah serta memperkuat partisipasi publik dalam proses

pengambilan kebijakan. Penggunaan teknologi informasi yang lebih terintegrasi dapat menjadi salah
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satu solusi untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam tata kelola
pemerintahan daerah. Kajian-kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai desentralisasi
serta memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan

daerah di Indonesia.

IV. CONCLUSION

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi telah memberikan dampak positif bagi
pemerintahan daerah, terutama dalam meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola urusan
pemerintahan secara lebih mandiri. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang
menghambat efektivitas kebijakan ini, seperti ketimpangan fiskal antarwilayah, tingkat korupsi yang
masih tinggi, serta keterbatasan kapasitas aparatur daerah dalam menjalankan fungsi administratif dan
pelayanan publik. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi belum sepenuhnya
optimal dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai
hambatan tersebut guna meningkatkan keberhasilan desentralisasi di Indonesia. Upaya perbaikan dapat
difokuskan pada reformasi kebijakan yang lebih konkret, penguatan transparansi dalam tata kelola
pemerintahan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi birokrasi dan
meningkatkan partisipasi publik. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis bukti,
desentralisasi diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong pemerataan

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan penelitian ini, studi di masa depan dapat lebih mendalam dalam mengkaji strategi
reformasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi di Indonesia. Salah
satu aspek yang dapat diteliti lebih lanjut adalah bagaimana desain kebijakan fiskal dapat disesuaikan
untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah serta mendorong alokasi anggaran yang lebih
adil dan proporsional. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana
reformasi tata kelola pemerintahan daerah dapat dilakukan guna menekan tingkat korupsi dan
meningkatkan akuntabilitas aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Studi yang lebih
spesifik mengenai mekanisme insentif dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah juga dapat

menjadi fokus penelitian guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis data empiris.

Selain itu, penelitian masa depan dapat mengkaji lebih dalam peran transparansi dan inovasi digital
dalam meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan administrasi publik, perencanaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam
pengambilan keputusan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai kendala yang
dihadapi dalam desentralisasi. Kajian yang lebih sistematis mengenai penerapan teknologi digital dalam
tata kelola pemerintahan daerah diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai strategi optimal

yang dapat diterapkan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian
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selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam memperkuat model desentralisasi yang

lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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